Menimbang :

BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki daerah, perlu melakukan
pengaturan, pembinaan, dan pengendalian terhadap
pengelolaan dan pengusahaan potensi daerah di bidang
pertambangan rakyat untuk menjamin kepastian hukum
serta terpeliharanya keseimbangan alam serta kelestarian
lingkungan;

bahwa kegiatan pertambangan rakyat dan potensi mineral
logam, bukan logam, dan batuan, tersebar di wilayah
Kabupaten Luwu dan pelaksanaannya perlu diusahakan
untuk menunjang pemerataan berusaha untuk
meningkatkan pembangunan ekonomi lokal;

bahwa pengelolaan dan pengusahaan pertambangan rakyat
merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menjadi
sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

bahwa dengan semakin maraknya kegiatan pertambangan
rakyat tanpa izin di beberapa wilayah di Kabupaten Luwu,
maka perlu dilakukan pengaturan sedini mungkin untuk
mengurangi dan menanggulangi dampak negatif terhadap
kelestarian lingkungan, serta memberikan kepastian hukum
bagi masyarakat dalam berusaha;

bahwa untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam
wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan
investasi terbatas maka perlu pemberian izin pertambangan
rakyat oleh Pemerintah Kabupaten Luwu;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian Izin Pertambangan Rakyat diatur dengan
peraturan daerah;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf
f, perlu membentuk  Peraturan Daerah  tentang
Pertambangan Rakyat.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4401), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesian Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5059, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah  Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5111); junto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2013, junto Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5142);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);
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19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 24
Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Luwu,;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Luwu;

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
Dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

@

o

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu.

Bupati adalah Bupati Luwu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Luwu.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang pertambangan mineral dan batubara.
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Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang
memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan
batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana
tata ruang nasional.

Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah
bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin
untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan
rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Dinas Pertambangan dan Energi adalah dinas yang berwenang menangani
bidang pertambangan dan energi.

SKPD Teknis adalah Satuan perangkat Kerja Daerah yang memiliki tupoksi
dan kewenangan yang terkait dengan pemanfaatan wilayah pertambangan
dan akibat yang di timbulkan akibat kegiatan usaha pertambangan.

BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara
yang meliputi penyelidikan umum, penambangan, pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk
memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki
sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau
gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau
padu.

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk
secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk
memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan
mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat
pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil
pertambangan mineral atau batubara.

Endapan Teras adalah endapan sedimentasi disepanjang pinggir sungai
yangmembentuk teras atau undakan sungai, berasal dari proses
sedimentasi sungai aktif saat ini ataupun endapan masa lampau.

Endapan Sungai Purba adalah endapan dari hasil proses sedimentasi
sungai pada masa lampau dan saat ini bukan merupakan alur sungai
aktif.

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang
pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
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25. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi

pertambangan atau wilayah pertambangan.

26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha

pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas
lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai
peruntukannya.

27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang, adalah

kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau
seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi
lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh
wilayah penambangan.

28. Pemberdayaan  Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar
menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

29. Inspektur Tambang adalah aparat pemerintah pada Unit kerja dalam Dinas

Pertambangan dan Energi yang menangani bidang pertambangan
Kabupaten Luwu yang bertanggung jawab dalam hal Pengawasan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan hidup.

30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat dengan PPNS

adalah aparat pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan rakyat dikelola berasaskan :

R =S 0o o006 oo

. manfaat;

. keadilan;

. keseimbangan;
. partisipatif;

. transparansi;

akuntabilitas; dan

. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah :

a.

b.

C.

menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan wusaha
pertambangan rakyat secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya
saing;

menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan hidup;

menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam
negeri;



_7-

d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan lokal agar lebih
mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional,

e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta
menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
dan

f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha
pertambangan rakyat.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan
rakyat, antara lain:

a. penetapan WPR;

b. menyusun rencana reklamasi dan rencana pasca tambang untuk setiap
WPR yang telah ditetapkan ;

c. pemberian IPR dalam WPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat,
dan pengawasan usaha pertambangan rakyat di wilayah kabupaten
dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

d. melakukan pembinaan IPR yang meliputi pengusahaan, permodalan,
pemasaran dan tatacara pelaporan;

e. membimbing usaha pertambangan rakyat dalam hal teknis
penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan
lingkungan hidup serta reklamasi pasca tambang;

f. melakukan pengawasan teknis dan operasional kegiatan wusaha
pertambangan rakyat  yang meliputi teknik penambangan,
pengolahan/pemurnian, Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) serta lingkungan dan reklamasi pasca tambang;

g. melaksanakan reklamasi dan rencana pasca tambang secara bersama-
sama dengan pemegang IPR ;

h. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam
rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara untuk
mengembangkan WPR;

i. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara,
serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;

j- pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan
usaha pertambangan rakyat secara optimal; dan

k. penyampaian laporan pengelolaan pertambangan rakyat serta informasi
hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan
gubernur.

(2) Kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 5

Setiap pengelolaan Usaha pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan
setelah mendapat Izin Pertambangan Rakyat.

Pasal 6

Kegiatan dan/atau wusaha pertambangan rakyat dengan suatu IPR
dilaksanakan dalam suatu WPR yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

(1) Kewenangan Pemberian atau yang menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat
adalah Bupati.

(2) Pemberian Izin Pertambangan Rakyat oleh Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Camat setempat
dimana wilayah Izin Pertambangan Rakyat berada.

(3) Pelimpahan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 8

(1) WPR sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) dapat berada pada wilayah
tanah hak milik, tanah negara, Hak pengelolaan lahan dan /atau hak
pakai.

(2) Penetapan WPR didasarkan pada salah satu atau lebih kriteria :

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai
dan/atau di antara tepi dan tepi sungai dengan luas maksimal diukur
menurut panjang dan lebar badan sungai ;

b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman
paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter;

c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;

d.luas wilayah pertambangan rakyat paling tinggi 25 (dua puluh lima)
hektare;

e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;

f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah
dikerjakan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
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g. tidak tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan
Wilayah Pencadangan Negara (WPN); dan

h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana
tata ruang.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 9

Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah
Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang
dimiliki Pemerintah Provinsi.

Konsultasi dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memperoleh pertimbangan dalam bentuk keputusan pimpinan DPRD.
Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan
tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan
sebagai WPR sepanjang lokasi tersebut layak untuk ditambang dan tidak
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

WPR yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 10

Penetapan WPR oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1)
berdasarkan data dan informasi pertambangan yang dimiliki pemerintah
daerah, dan/atau berdasarkan usulan masyarakat.

Penetapan WPR berdasarkan data dan informasi pertambangan yang
dimaksud pada ayat (1) yaitu sesuai peta potensi/cadangan mineral dan
batubara hasil eksplorasi, penyelidikan dan penelitian SKPD teknis
maupun oleh lembaga penelitian negara/lembaga penelitian daerah,
dan/atau oleh perguruan tinggi melalui kerjasama kedua belah pihak.

Penetapan WPR berdasarkan usulan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu sesuai permohonan dari Kepala Desa/Lurah diketahui
Camat, dilengkapi persyaratan :

a. peta lokasi atau gambar sketsa rencana WPR yang diusulkan;

b. surat Keterangan berupa penjelasan tentang tata guna tanah dan
pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;

c. surat keterangan berupa penjelasan tentang karakteristik sosial ekonomi
penduduk setempat sebagai pelaku usaha pertambangan rakyat atau
kelompok pertambangan rakyat; dan

d. Penjelasan tentang peralatan yang digunakan.

Bupati melimpahkan kewenangan kepada SKPD teknis untuk menilai

kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan terhadap rencana WPR yang

diusulkan masyarakat yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
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Terhadap usulan WPR yang telah disetujui oleh Bupati, dikonsultasikan
dengan DPRD untuk ditetapkan sebagai WPR, kemudian dikukuhkan
melalui Keputusan Bupati tentang penetapan WPR dan dilengkapi dengan
peta dalam skala minimal 1 : 50.000 yang menunjukkan batas-batasnya
secara jelas dan wajib segera dilakukan pemasangan tanda batas.
Pemberian tanda batas dan pemetaan WPR sebagaimana dimaksud ayat (5)
dilakukan oleh SKPD teknis dengan melibatkan masyarakat setempat,
dan/atau pemilik hak atas tanah.

Untuk kepentingan pemerintah, kepentingan pemerintah daerah, dan
untuk pemberdayaan masyarakat, Bupati dapat melakukan perubahan
dan/atau pencabutan lokasi WPR sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 11

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),
Bupati berkewajiban melakukan pengumuman dan sosialisasi mengenai
rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka dimana WPR
direncanakan.

Sosialisasi dan/atau pengumuman secara terbuka kepada masyarakat
dapat dilakukan pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan/Desa setempat
serta Dinas Pengelola dan/atau koran lokal atau media cetak lokal lainnya.

Pasal 12

Materi Pengumuman Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

sekurang-kurangnya memuat :

© oo

peta situasi yang menggambarkan lokasi;

luas rencana Wilayah Pertambangan Rakyat;

batas dan daftar koordinat;

jenis komoditas tambang;dan

daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam rencana Wilayah
Pertambangan rakyat (WPR).

Pasal 13

Usaha pertambangan rakyat tidak boleh menghalangi usaha pertambangan
yang sah di sekitar WPR.

(1)

BAB V
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 14

IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh
penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok
masyarakat BUMD dan/atau koperasi.



-11-

(2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.

(3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

(4) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), areal/wilayahnya harus diberi
tanda batas yang jelas serta dipetakan oleh unit kerja yang menangani
bidang pertambangan.

Pasal 15

(1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan, jika
telah mendapatkan IPR dari Bupati.
(2) IPR dapat diberikan terutama kepada :

a. BUMD dan Koperasi yang ada di sekitar WPR;

b. Kelompok usaha pertambangan rakyat, minimal 1 (satu) kelompok
untuk 10 (sepuluh) Orang, yang merupakan penduduk dan bertempat
tinggal di sekitar wilayah pertambangan rakyat;

c. Perorangan warga negara indonesia yang merupakan penduduk dan
bertempat tinggal di sekitar wilayah pertambangan rakyat.

Pasal 16

Kegiatan usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:

a. pertambangan mineral logam;

b. pertambangan mineral bukan logam;

c. pertambangan batuan; dan/atau

d. pertambangan batubara.

Pasal 17

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
a. perseorangan paling tinggi 1 (satu) hektare;

b. kelompok masyarakat paling tinggi 5 (lima) hektare; dan/atau
c. BUMD dan Koperasi paling tinggi 10 (sepuluh) hektare.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 18

(1) Untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),
pemohon harus memenuhi:
a. persyaratan administratif;
b. persyaratan teknis; dan
c. persyaratan finansial.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
untuk permohonan baru:
a. Orang Perseorangan, paling rendah meliputi :
1. surat permohonan;
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kartu tanda penduduk;

komoditas tambang yang dimohon; dan

surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat
terutama mengenai status kependudukan dan keterangan tanah dari
lokasi yang dimohon (lembar asli).

b. Kelompok Masyarakat, paling rendah meliputi:

1.

2.
3.
4

surat permohonan,;

komoditas tambang yang dimohon;

daftar pengurus dan anggota kelompok; dan

surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat
mengenai status kependudukan dan keterangan tanah dari lokasi
yang dimohon (lembar asli);

c. Koperasi setempat atau di sekitar WPR, paling rendah meliputi:

1.
2.
3.

o

surat permohonan;

nomor pokok wajib pajak;

akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang;

komoditas tambang yang dimohon;

daftar pengurus dan anggota koperasi; dan

surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat
terutama mengenai status koperasi dan keterangan tanah dari lokasi
yang dimohon (lembar asli).

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
surat pernyataan yang memuat paling rendah mengenai:

a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

b. menggunakan mesin penggerak penggelundungan atau permesinan
dengan jumlah tenaga paling tinggi 25 (dua puluh lima) horse power
untuk 1 (satu) IPR pada mineral logam primer;

c. menggunakan mesin pengisap pasir atau permesinan dengan jumlah
tenaga paling tinggi 32 (tiga puluh dua) horse power untuk 1 (satu) IPR
pada mineral bukan logam dan batuan di badan sungai; dan

d. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

(4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa
laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi

BUMD dan Koperasi setempat atau di sekitar WPR.

Pasal 19

Selain syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) pemohon juga

diwajibkan memenuhi syarat tambahan, antara lain:

a. membuat kajian lingkungan UKL-UPL sesuai luas lokasi kegiatan
penambangan yang diajukan, bagi pemohon Kelompok Masyarakat dan
Koperasi;

b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengelolaan lingkungan,
bagi pemohon Perorangan,;

c. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Reklamasi/Penutupan
Tambang bila selesai melakukan aktifitas tambang;
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surat pernyataan kesanggupan membayar iuran dan retribusi Daerah; dan
surat pernyataan melaksanakan proses penambangan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Pasal 20

Persyaratan untuk permohonan perpanjangan IPR selain harus memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan

ayat (4), juga melampirkan paling sedikit:

a. surat permohonan;

b. peta wilayah beserta koordinatnya atau sketsa wilayah dengan
menunjukkan batas-batas yang jelas;

c. laporan lengkap pelaksanaan penambangan yang telah dilakukan; dan

d. bukti lunas iuran tetap, penggunaan mesin, iuran produksi serta iuran-
iuran lain yang ditetapkan sesuai ketentuan tahun sebelumnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Permohonan yang diterima dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar
berdasarkan persyaratan administrasi, akan dilakukan peninjauan lokasi
untuk melakukan pengecekan keadaan di lapangan meliputi kesesuaian
lokasi peruntukan kegiatan wusaha pertambangan rakyat dengan
persyaratan teknis yang ditetapkan meliputi potensi dan daya dukung
lingkungan.

Peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan oleh
SKPD teknis terkait paling lambat 1 (satu) minggu sejak permohonan
diterima dan persyaratan dianggap lengkap dan benar.

Permohonan yang persyaratan administrasinya dinyatakan tidak lengkap,
dapat melengkapi persyaratan paling lama 2 (dua) minggu sejak
pengembalian berkas.

Paling lambat 3 (tiga) hari sejak peninjauan lokasi, SKPD teknis terkait
wajib menyampaikan pertimbangan teknis kepada Bupati dalam bentuk
rekomendasi bersama dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
permohonan IPR harus mendapat keputusan disetujui atau ditolak oleh
Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu.

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 22

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang jika hasil verifikasi di lapangan menunjukkan cadangan
bahan  tambang yang  dikelola  masih  tersedia dan  tidak
merusak/mengganggu kelestarian lingkungan.
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IPR berakhir apabila :

a. sudah habis waktunya dan izinnya tidak diperpanjang lagi;

b. dikembalikan oleh pemiliknya;

c. dicabut izinnya; dan

d. Pemegang IPR meninggal dunia.

IPR dicabut sebelum habis masa berlakunya apabila :

a. kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan
keselamatan rakyat setempat;

b. terjadi persengketaan hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan;

c. tidak mematuhi petunjuk-petunjuk maupun persyaratan-persyaratan
yang telah ditetapkan sesuai peraturan;

d. untuk kepentingan negara.

Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan ayat (3)

dilakukan oleh Bupati yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

Pemegang IPR berhak:

a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

b. mendapat fasilitas permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. melakukan kegiatan penambangan, mengolah dan memurnikan di
dalam wilayah IPR yang bersangkutan;

d. memiliki bahan galian yang tertera di dalam IPR setelah membayar iuran
produksi kepada pemerintah daerah;

e. melakukan pengangkutan dan penjualan atas bahan galian yang telah
ditambang atau telah diolah dan dimurnikan, setelah membayar iuran
produksi dan memenuhi mekanisme penjualan bahan galian yang
ditentukan; dan

f. memperpanjang IPR yang telah berakhir pada lokasi areal IPR-nya
apabila deposit bahan galian masih tersedia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengangkutan

dan penjualan bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e)

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pemegang IPR berkewajiban:
a. melakukan kegiatan penambangan paling lama 3 (tiga) bulan setelah IPR
diterbitkan;
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b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi
standar yang berlaku;

c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;

d. membayar iuran tetap, iuran produksi dan jaminan reklamasi dan pasca
tambang;

e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
rakyat secara berkala kepada Bupati, Cq. Dinas Pertambangan dan
Energi;

f. menjaga keselamatan kerja dan pengamanan teknis sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
mengikuti petunjuk teknis dari instansi berwenang;

g. mempekerjakan masyarakat setempat sesuai dengan keahlian dan
kemampuannya;

h. melakukan reklamasi bersama pemerintah daerah;

i. mencegah terjadinya pencemaran sebagai akibat penggalian yang
dilakukan dan dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat;

j- pemulihan kelestarian / penyelamatan dan pencegahan erosi yang
menyebabkan pengendapan saluran / dasar sungai serta menjaga
sumber-sumber air; dan

k. mengganti kerugian akibat usahanya pada segala sesuatu yang berada
di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di wilayah IPR ataupun
diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan tersebut
dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja maupun yang dapat
ataupun tidak dapat diketahui terlebih dahulu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran jaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan

Bupati.

Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k,

dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atas dasar ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak dicapai
kesepakatan maka diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 25

Pemegang IPR dilarang :

(1)
(2)
(3)

(4)

(9)

membuat kedalaman sumur atau terowongan melebihi dari 25 (dua puluh
lima) meter;

menggunakan alat berat dan atau bahan peledak;

menggunakan mesin penggerak gelundungan dengan jumlah tenaga
melebihi 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR pada
pertambangan mineral primer;

menggunakan mesin pengisap pasir dengan jumlah tenaga melebihi
32 (tiga puluh dua) horse power untuk 1 (satu) IPR pada pertambangan
mineral batuan di badan sungai;

memindahtangankan IPR tanpa persetujuan Bupati; dan



(6)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

-16-

menghalang-halangi penelitian ataupun kegiatan pertambangan yang
dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada WUP di
sekitar WPR dan Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

BAB IX
PENGELOLAAN LIMBAH

Pasal 26

Pemegang IPR wajib untuk melakukan pengelolaan limbah.

Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan
dengan penempatan limbah pada tempat khusus.

Tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan
kaidah-kaidah pengelolaan limbah.

BAB X
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 27

Hak atas IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Pemilik IPR wajib menyelesaikan alas hak atas tanah terdampak akibat

kegiatan penambangan.

Kegiatan usaha pertambangan rakyat tidak dapat dilaksanakan pada

tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya:

a. wilayah/kawasan yang disediakan untuk kepentingan umum atau
untuk kepentingan Negara;

b. wilayah pemakaman/kuburan, tempat keramat atau yang dianggap suci
oleh masyarakat;

c. tempat-tempat yang diperkirakan atau berdasarkan alasan ilmiah dapat
merusak ekologi dan sumber-sumber air.

d.di sepanjang aliran sungai dan anak sungai yang sudah dilakukan
pengaturan lebih dahulu.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan,
teknologipertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha
meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
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Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis
pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:

a. keselamatan dan kesehatan kerja;

b. pengelolaan lingkungan hidup; dan

c. reklamasi dan pascatambang.

Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pemerintah kabupaten wajib mengangkat pejabat fungsional
inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah kabupaten wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan
usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan
melaporkan secara berkala kepada menteri dan gubernur.

Pasal 29

Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan

pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang

dilakukan oleh pemegang IPR.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha
pertambangan;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral
dan batubara.

Pasal 30

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas

(2)

pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang

IPR.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:

. teknis pertambangan;

. pemasaran;

. keuangan;

. pengolahan data mineral dan batubara;

. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

. keselamatan operasi pertambangan;

. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan
rancang bangun dalam negeri;

j- pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

SR PR 0 oD
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1. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;

m.kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang
menyangkut kepentingan umum;

n.jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf
f, huruf g, huruf h, dan huruf | dilakukan oleh inspektur tambang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal pemerintah kabupaten belum mempunyai inspektur tambang,
Pemerintah Kabupaten dapat meminta inspektur tambang propinsi yang
sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 31

Bupati memberi teguran dan pencabutan kepada Pemegang IPR jika dalam
pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan serta
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31
diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perlindungan Masyarakat

Pasal 33

(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha
pertambangan rakyat berhak:

a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan
kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat
pengusahaan pertambangan rakyat yang menyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 35

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga

melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar
dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana
kegiatan usaha pertambangan;

d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk
melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan wusaha
pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga
digunakan untukmelakukan tindak pidana;

f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang
digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan
dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam
kegiatan usaha pertambangan; dan/atau

h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha
pertambangan.

Pasal 36

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat menangkap pelaku
tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai
penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi
negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan
penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau
peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi
administratif kepada pemegang IPR atas pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
c. pencabutan IPR.

Pasal 38

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IPR diselesaikan melalui
pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 39

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau
pencabutan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan
huruf c¢ diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 41

Pemegang IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, dengan tidak benar atau
menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.
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Pasal 42

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan
oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum
tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per
tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum
dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 43

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 kepada
pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan berupa :

a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 44

Setiap orang yang mengeluarkan IPR yang bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling
lama 2 (dua) tahun penajara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IPR yang berkaitan dengan
dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, kegiatan pertambangan dengan
status perizinan Izin Usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi batuan
komoditas pasir, yang secara teknis kegiatannya di lokasi sesuai dengan
Pasal 18 ayat (3), status perizinanya wajib disesuaikan menjadi IPR .
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Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 19 Agustus 2014

BUPATI LUWU,
Cap/ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 19 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,
ttd

SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI
SELATAN : 6/2014
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT

I. UMUM

Bahwa berdasarkan semangat Undang-Undang nomor 32 tahun 2004
tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah, dimana potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayah
kabupaten dan merupakan kekayaan Daerah sepenuhnya dapat dikelola
langsung oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Seiring dengan semangat Undang-Undang diatas maka pemerintah telah
mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana
dengan keberadaan Undang-Undang ini di harapkan agar sumber daya alam
yang tak terbarukan,pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin,
efisien, transparan,berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta
berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat secara berkelanjutan. Atas dasar inilah agar manfaat sumberdaya
alam dapat benar dirasakan oleh masyarakat sehingga berdasarkan
Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimana melalui
Undang-Undang ini memerintahkan kepada Bupati/Walikota memberikan
IPR di utamakan kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun
kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Selain itu agar pasal ini dapat
terwujud maka oleh pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) berdasarkan
pasal 72 UU ini merupakan perintah untuk membentuk produk hukum
Daerah (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang pengelolaan usaha
Pertambangan Rakyat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a
Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas di mana di dalam
pengelolaan kegiatan pertambangan rakyat dapat memberikan
kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas di mana di dalam
pengelolaan kegiatan pertambangan rakyat harus memberikan hak
yang sama rasa dan sama rata bagi masyarakat banyak.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah suatu asas yang
menghendaki bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan
rakyat harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang
setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang IPR.
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Huruf d

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah asas bahwa dalam
pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat, tidak hanya peran
serta pemberi dan pemegang izin semata-mata, namun masyarakat,
terutama masyarakat yang berada di sekitar tambang harus ikut
berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah asas yang
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan
atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.

Huruf g

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan
dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam
keseluruhan wusaha pertambangan mineral untuk mewujudkan
kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Ayat

Ayat

(1)

Cukup jelas

(2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf {
Cukup jelas
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Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan
batubara serta informasi pertambangan dalam bentuk informasi
berbasis sistem informasi geografis yang saling terintegrasi.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Penyampaian laporan berkala kegiatan usaha pertambangan
setiap 6(enam) bulan kepada menteri dan gubernur Cq. Dinas
Energi dan Sumber daya Mineral Propinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Penetapan WPR harus berada dalam WP namun tidak boleh tumpang
tindih dengan WUP dan WPN

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian
IPR kepada Dinas Pertambangan dan Energi dan/atau kepada
Camat yang dimaksud dalam ketentuan ini, dilakukan dalam
rangka percepatan, efektivitas, dan efisiensi pelayanan pemberian
IPR pada WPR yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)

-Yang dimaksud dengan hak milik adalah hak turun-menurun,
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang perorangan
atas tanah.

- Yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah yang dikuasai
secara langsung oleh negara.

-Yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah tanah yang
dikuasai oleh Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang haknya.

-Yang dimaksud dengan hak pakai adalah hak untuk
menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara atau tanah hak milik orang lain, yang
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
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memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya,
yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan
tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan
ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.
Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan cadangan mineral sekunder adalah
mineral yang sudah terlepas dari batuan induk, seperti emas yang
terdapat di sungai- sungai.

Huruf b
Yang dimaksud dengan cadangan primer logam adalah logam yang
masih menyatu dengan batuan induknya, seperti emas yang
masih melekat pada batuan induknya

Huruf c
Yang dimaksud dengan endapan teras adalah timbunan mineral
yang sudah nampak, seperti endapan di pinggir sungai dan tengah
sungai

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
SKPD teknis adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah yang terkait
dan mempunyai kewenangan dengan tupoksi yang berkaitan
dengan pertambangan

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Persetujuan dan/atau penolakan usulan rencana WPR yang
dimaksud dalam ketentuan ini disampaikan secara tertulis kepada
pengusul WPR.
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Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)

- Perubahan lokasi WPR yang dimaksud dalam ketentuan ini

mencakup pergeseran sebagian luas WIUP menjadi WPR, dapat

dilakukan apabila :

a. pada WIUP dimaksud belum ditetapkan IUP kepada pihak
tertentu;

b. kondisi daya dukung lingkungan WIUP dan masyarakat sekitar
memungkinkan usaha pertambangan sebagai alternative mata
pencaharian;

c. berdasarkan evaluasi dan pengawasan terdapat IUP eksplorasi
pada WIUP tidak aktif dan tidak melaksanakan kewajibannya
sebagai pemegang IUP;

d.luas WIUP yang akan digeser berbatas langsung dengan WPR
yang sudah ditetapkan; dan/atau

e. mendapat persetujuan dari pemegang IUP;

- Pencabutan lokasi WPR dapat dilakukan apabila :

a. terkait dengan lokasi strategis untuk kepentingan negara dan
pemerintah;

b. tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat untuk WPR;

c. terkait rencana perubahan dan penyusunan kembali rencana
tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 11

Ayat (1)
Pengumuman rencana WPR dilakukan di Kantor
Desa/Kelurahan/SKPD terkait, dilengkapi dengan peta situasi yang
menggambarkan lokasi, luas dan batas situasi serta daftar
koordinat dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang
berada dalam WPR.

Ayat (2)
Sosialisasi dan pengumuman dengan cara dimuat di media cetak
local dan/atau di papan informasi kantor desa/kelurahan/camat
setempat, Pengumuman rencana WPR harus diberi waktu paling
lama 2 (dua) Bulan, dan apabila dalam jangka waktu yang telah
ditentukan rencana WPR tidak mendapat tanggapan dan/atau
sanggahan, maka rencana WPR tersebut dikonsultasikan kepada
DPRD untuk mendapat persetujuan penetapan.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
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Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan orang perorangan, kelompok masyarakat
atau koperasi adalah orang perorangan, kelompok masyarakat atau
koperasi yang mengajukan permohonan IPR kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk dan berdomosili dan/atau berkedudukan
hukum di Kabupaten Luwu

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penduduk yang berada di Lingkungan WPR dan/atau masyarakat
yang berada dalam satu Daerah WP adalah masyarakat yang
berdomisili dalam wilayah kabupaten luwu sekurang-kurangnya
5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Mempunyai Kartu Tanda Penduduk bagi yang sudah
berdomisili sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun.
Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa setempat harus
diketahui oleh Camat apabila kewenangan tidak didelegasikan
kepada Camat.
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Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan habis masa berlakunya adalah
berakhirnya jangka waktu berlakunya IPR yang telah ditentukan
dalam IPR.

Huruf b
Yang dimaksud dengan dikembalikan adalah tidak berlakunya
IPR, karena pemegang IPR menyerahkan kembali seperti keadaan
semula kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf c
Yang dimaksud dengan dicabut adalahtidak berlakunya IPR,
karena dinyatakan ditarik kembali atau dinyatakan tidak berlaku
atau dibatalkan oleh Bupatiatau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf d
Yang dimaksud dengan Pemegang IPR meninggal dunia adalah
pemegang IPR telah meninggal dunia dan IPRnya tidak dilanjutkan
oleh ahli waris, kecuali terhadap IPR yang diberikan kepada
kelompok masyarakat atau koperasi.

Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Dalam hal bantuan modal berasal dari pemerintah daerah, maka
besarnya bantuan modal disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

-luran tetap yaitu iuran yang dikenakan atas tanah permukaan
bumi seluas wilayah yang tercantum dalam IPR ;

- luran produksi yaitu iuran yang dikenakan atas produksi bahan
galian yang dihasilkan;

-Jaminan reklamasi yaitu sejumlah dana yang besarannya di
hitung berdasarkan rencana tambang yang disediakan oleh
pemegang IPR sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan
reklamasi ;

-Jaminan Pasca tambang yaitu sejumlah dana yang disediakan
oleh pemegang IPR sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan
pasca tambang.

Hurufe

-Yang dimaksud dengan laporan berkala adalah laporan yang
dibuat setiap 4 (empat) bulan.

Huruf f

Cukup jelas



Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Hurufj
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Huruf a
Peringatan tertulis dapat dilakukan oleh kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Selaku Kepala Inspektur Tambang.
Huruf b
Penghentian sementara dapat dilakukan oleh kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Selaku Kepala Inspektur Tambang,
setelah melakukan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
Huruf c
Pencabutan IPR dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang
berwenang.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas
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